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Berbicara mengenai syu>ra> dan demokrasi Indonesia merupakan suatu 
permasalahan yang selalu kontemporer, hingga sekarang belum ada kata sepakat 
mengenai syu>ra> dan demokrasi Indonesia di kalangan umat muslim. Masing-
masing memberikan argumentasi dengan dalil-dalil yang dianggap valid dan 
rasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan konsep syu>ra>  dalam 
Islam serta mengetahui ada tidaknya relevansi antara konsep syu>ra> dengan sistem 
demokrasi di Indonesia, dan untuk mengetahui konsep syu>ra> menurut pandangan 
salah satu tokoh intelelektual muslim yakni M. Quraish Shihab tentang 
mekanisme voting pemilihan pimpinan DPR RI sebagai salah satu contoh wujud 
pelaksanaan demokrasi di Indonesia. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research). Dan 
sumber penelitian data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber 
data sekunder. Data primer penulis peroleh dari Tafsir Al-Misba>h karya M. 
Quraish Shihab terbitan Lentera Hati cetakan ke IV tahun 2011, Buku 
Membumikan Al-Qur‟an karya M. Quraish Shihab terbitan Lentera Hati tahun 
2006, dan Buku Wawasan AL-Qur‟an karya M. Quraish Shihab Penerbit Mizan 
tahun 1998. Data primer juga diambil dari Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
MD3. Sedangkan data sekunder penulis dapatkan karya-karya penulis lain yang 
membahas tentang syu>ra>, baik dalam bentuk buku, jurnal, artikel, maupun karya 
ilmiah lainnya 
Dari penelitian ini penulis mendapatkan beberapa kesimpulan yaitu  syu>ra>  
merupakan bagian dari demokrasi dan titik temu antara syu>ra> dan sistem 
demokrasi Indonesia ialah satu sisi syu>ra> merupakan bagian dari proses 
berdemokrasi dimana musyawarah dilaksanakan untuk mencapai sebuah 
kesepakatan, sementara pada sisi lain, nilai-nilai yang diusung oleh konsep 
demokrasi Indonesia adalah nilai-nilai yang sejalan dengan visi Islam itu sendiri 
yaitu bermusyawarah dalam segala hal yang belum ditentukan secara pasti baik 
dalam al-Qur‟an maupun as-Sunah (wasya>wirhum fi al-amr). Lebih jauh Quraish 
Shihab berpendapat bahwa dari segi implikasi pengangkatan pimpinan syu>ra> dan 
demokrasi Indonesia menetapkan bahwa pimpinan diangkat melalui kontrak 
sosial. Oleh karenanya dalam hal pemilihan pimpinan DPR RI yang diputuskan 
melalui voting adalah suatu keputusan yang baik dan sesuai dengan konsep syu>ra> 
serta tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku, karena  dengan 
disahkannya suatu aturan artinya bahwa aturan tersebut telah sedemikian rupa 
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ditetapkan berdasarkan musyawarah para anggota pembuat undang-undang, dan 
cara yang mereka lalukan itu adalah musyawarah, lalu hasil mufakatnya adalah 
voting. Dengan demikian, voting merupakan bagian dari musyawarah (syu>ra>) 
untuk mencapai kesepakatan. 
 




























QS Asy-Syu>ra>  ayat 38. 
 َفْوُقِفْنُػي ْمُهَػنْػقَزَراَّمَِك ْمُهَػن ْػيَػب لرْوُش ْمُُىرَْماَك َةولَّصلا اوُماََقاَك ْم ِهبَِّرِل اْوُػباَجَتْسا َنْيِذّلاَك 
“Orang-orang yang mematuhi seruan Tuhan mereka, melaksanakan shalat 
(dengan sempurna), serta utusan mereka diputuskan dengan musyawarah 
antarmereka, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan 
kepada mereka.”  
 
Sabda Rasulullah saw. 
 
 نةَْحَْر للها اَهَلَعَج ْنِكَلَك ،اَمُهْػنَع اِّيِنَغ ُوَلْوُسَرَك للها َّفإ اَمأ اَش ْنَمَف ،ِْتَُِّمِلِ ْنَمَك ا ندْشُر ْـ َدْعُػي َْلَ ْمُهْػنِم َرَك
 نءاَنَع ْـ َدْعُػي َْلَ ْمُهْػنِم َةَرْوُشَمْلا َؾَرَػت 
“Ketahuilah, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya tidak membutuhkan itu, akan 
tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi umatku. Barangsiapa di antara 
mereka bermusyawarah, maka tidak akan luput dari petunjuk, dan siapa 
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PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN 
 
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543b/U/1987 
tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan 
beberapa penyesuaian menjadi berikut: 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب ba B be 
ت ta T te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas) 
ج jim J je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ kha Kh ka dan ha 
د dal D de 
ذ żal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر ra R er 
ز za Z zet 
س sin S es 
ش syin Sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain …. „…. koma terbalik keatas 
غ gain G ge 
ؼ fa F ef 
 x 
 
ؽ qaf Q ki 
ؾ kaf K ka 
ؿ lam L el 
ـ mim M em 
ف nun N en 
ك wawu W we 
ق ha H ha 
ء hamzah ' apostrof 
م ya Y ye 
 
2. Vokal 
1) Vokal tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf latin Nama 
 
fatḥah a a 
 
kasrah i i 
 
ḍammah u u 
 
Contoh:    َكَرَت  -taraka      ُبَهْذَي- yażhabu 
  َلَعَف -fa„ala    َِلئُس– su'ila  
2) Vokal rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 






  ي Fatḥah dan ya ai a dan i 
  و Fatḥah dan wawu au a dan u 
 Contoh:   مُهَن  يَب - bainahum   َل  وَه– haula 
 
 
 ََ  َِ 
 َُ 
 ََ  




Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Tanda dan 
Huruf 





fatḥah dan alif 
 
ā 
a dan garis di 
atas 
  ي…. 
 
Kasrah dan ya 
 
ī 
i dan garis di 
atas 
 
----- و  
ḍamah dan wawu 
 
ū 




لعاف – fa>’ala   َل  يِق- qīla 
 َرَواَش- sya>wara   َي ُق  و ُل – yaqūlu 
 
4. Ta Marbūṭah 
Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua: 
1) Ta  marbūṭah hidup 
Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan ḥarakat fatḥah, kasrah dan 
ḍammah, transliterasinya adalah /t/. 
2) Ta marbūṭah mati 
Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya 
adalah /h/. 
3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamarbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta 
marbūṭah itu ditransliterasikan  dengan ha (h). 
contoh: 
مهنم ةروشلما al-Masyu>rah minhum 
ةرونلما ةنيدلما al-Madīnah al-Munawwarah 
ةحلط Ṭalḥah 
 ََ 
 َُ ََ  
 xii 
 
5. Syaddah (tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda 
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 
huruf yang diberi tanda syaddah itu. 
Contoh: 
اينغ- ghaniyyan 
ل َّزن– nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 
yaitu لا, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti 
huruf qamariyyah. 
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsyiyyah, kata sandang yang 
diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, 
yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung 
mengikuti kata sandang itu. 
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah, ditransliterasikan sesuai 
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.  
Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 
sambung atau hubung. 
Contoh: 
لاارم  - al-amr 
ملقلا   - al-qalamu 
 
7. Hamzah 
Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. 
Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak 




Hamzah di awal الى  Ahlu 
Hamzah di tengah فكذخأت ta‟khuzūna 
Hamzah di akhir ءوّنلا an-nau‟u 
 
8. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi‟il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka 
dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa 
dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan 
kata ini dengan perkata. 
Contoh: 
ينقزارلايرخ وله للها فاك  : wa inna allāha lahuwa khair ar-rāziqīn 
فازيلماك ليكلا اوفكاف  : fa aufū al-kaila wa al-mīzan 
 
9. Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, 
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 
digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal 
kata sandang. 
Contoh:   
محامكمؿوسر لاا د Wa mā Muḥammadun illā rasūl. 











نيدلاك ايندلا رومأ ىلع ينعتسن وبك ينلماعلا بر لله دملحا ادممح ّفأ دهشأك للها لاإ ولإ لا فأ دهشأ ،
 ؿوسر.ينعجمأ وب احصأك ولأ ىلعك دممح انديس ىلع لص مهللا ،للها  
Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga  penulis dapat 
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Relevansi Konsep Syu>ra>  Menurut M. 
Quraish Shihab dengan Sistem Demokrasi di Indonesia ( Studi atas Mekanisme 
Voting Pemilihan Pimpinan DPR RI Perspektif Syu>ra>)” ini bisa selesai dengan 
baik. Tak lupa sholawat serta salam, penulis panjatkan kepada junjungan besar 
Nabi Muhammad SAW karena selalu menjadi suri tauladan bagi umatnya yang 
kita nanti syafa‟atnya di hari kiamat. 
Skripsi ini menjadi suatu bukti pembelajaran bagi penulis untuk mengenal 
lebih jauh tentang biografi M. Quraish Shihab berserta pemikirannya tentang 
syu>ra>  sebagai salah satu bagian dari demokrasi di Indonesia. Dalam penulisan 
skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud 
sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya 
fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, dengan 
rendah hati dan rasa hormat penulis ingin mempergunakan kesempatan ini untuk 
mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri 
Purwokerto. 
2. Dr. Supani, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari‟ah Institut Agama 
Islam Negeri Purwokerto.  
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5. Bani Syarif M., M.Ag., LL.M. Selaku Wakil Dekan III Fakultas 
Syari‟ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, sekaligus dosen 
pembimbing skripsi yang telah mencurahkan pemikiran, memberikan 
koreksi, meluangkan waktunya yang berharga guna membimbing 
hingga terselesaikannya skripsi ini. Terimakasih atas kesabarannya 
selama ini semoga Allah membalas kebaikan bapak. 
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memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penulis dapat 
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A. Latar Belakang Masalah 
Istilah syu>ra> dalam terminologi Indonesia dikenal dengan musyawarah. 
Sementara dalam terminologi Arab kata musyawarah terambil dari kata شارو  
(sya>-wa-ra) yang pada mulanya bermakna mengeluarkan madu dari sarang 
lebah. Makna ini berkembang, sehingga mencakup segala sesuatu yang diambil 
atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat).1 Musyawarah dapat juga 
berarti menampakkan sesuatu yang semula tersimpan atau mengeluarkan 
(pendapat yang baik) kepada pihak lain.2 
Ibnu Abbas berkata, ketika diturunkan ayat  ِف ُْمهْرِواَشَو ىرْمَْلْا  (dan ber-
musyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu), Rasulullah SAW bersabda: 
أ َم َّفإ ا للها  َك َر ُس ْو َل ُو  َغ ِن ِّيا  ْػنَع ُه َما َك ، َل ِك ْن  َج َع َل َها للها  َر َْحْ نة  ُِلِ َّم ِْتِ َف ، َم ْن  َش َكا َر  ِم ْػن ُه ْم  َْلَ  ُػي ْع َد ْـ 
 ُر ْش ندا  َك َم ْن  َػت َر َؾ  ْلا َم ُش ْو َر َة  ِم ْػن ُه ْم  َْلَ  ُػي ْع َد ْـ  َع َن نءا 
 
“Ketahuilah, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya tidak membutuhkan itu, 
akan tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi umatku. 
Barangsiapa di antara mereka bermusyawarah, maka tidak akan luput 
dari petunjuk, dan siapa meninggalkannya, maka tidak akan lepas dari 
kesesatan.”3 
 
Dari penerangan-penerangan sejarah, terbukti bahwa Islam itu 
menghendaki supaya pemerintah menerapkan sistem tersebut. Ringkasnya 
permusyawaratan (syu>ra>) itu dituntut atas diri seseorang atas perkumpulan dan 
                                                             
1
 Abdurrahman, dkk. Al-Qur‟an & Isu-Isu Kontemporer  (Yogyakarta: eLSAQ Press, 
2011), hlm. 68. 
2
 Waryono Abdul Ghafur, Tafsir Sosial: Mendialogkan Teks dengan Konteks (Yogyaarta: 
eLSAQ Press, 2005), hlm. 153-154. 
3
 Kementerian Aqwaf dan Urusan Islam “Hadits”, https://library.islamweb.net diakses pada 




atas badan-badan pemerintahan.4 Dan perlu digarisbawahi di sini tentang 
majelis syu>ra> dalam sistem hukum positif adalah sebagai legislator sehingga 
pemimpin terikat dengan pendapat mayoritas.5 
Esensi musyawarah sendiri dapat kita pahami sebagai solusi dan 
pemecahan semua masalah atau urusan yang dihadapi oleh manusia, karena 
dengan musyawarah maka akan ditemukan jalan keluar yang diharapkan dan 
akan ditemukan pula kebenaran yang diinginkan daripadanya. Sementara 
pijakan akhir dari musyawarah adalah tercapainya keadilan dan 
perikemanusiaan,  tujuannya ialah agar masyarakat merasa memperoleh 
keadilan dalam suatu permasalahan disamping itu masyarakat juga 
dimanusiakan dengan diajak duduk sama rendah untuk memecahkan masalah 
secara bersama-sama.6 
Demokrasi merupakan sebuah konsep yang berasal dari bahasa Yunani 
yaitu dari kata demos yang mempunyai arti rakyat, dan kratos atau kratein 
yang artinya kekuasaan. Jadi istilah demokrasi secara singkat diistilahkan 
dengan kekuasaan atau pemerintahan oleh rakyat.7  
Syu>ra> dan demokrasi adalah dua kata yang sering diperdebatkan. Ada 
golongan yang menolak mentah-mentah demokrasi dianggap asing dalam 
Islam. Sebagian lagi berpendapat bahwa demokrasi adalah cerminan sistem 
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syu>ra> yang diajarkan dalam Islam dan sesuai dengan Islam. Bahkan ada yang 
lebih jauh menganggap bahwa Islam bagian dari demokrasi itu sendiri. 
Menurut Muhammad Alim, negara demokrasi yang dalam hal ini berupa: 
kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat, kebebasan dari ketakutan, 
kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi, kebebasan memilih 
tempat tinggal, persamaan, kesetaraan laki-laki dan perempuan, hak atas suaka 
politik, hak dan kewajiban membela negara dan hak atas perlindungan 
kebebasan pribadi menjadi suatu tanda adanya konsep syu>ra> yaitu musyawarah 
sebagai demokrasi Islam.8 
Adapun ayat yang sering digunakan sebagai landasan normatif syu>ra> atau 
musyawarah bagi konsep demokrasi diantaranya ialah:  
QS Asy-Syu>ra>  ayat 38. 
 ّلاَك ِذ َتْسا َنْي ْوُػباَجا  َك ْم ِهبَِّرِل َا وُماَق ا ْمُهَػن ْػيَػب لرْوُش ْمُُىرَْماَك َةولَّصلا َػنْػقَزَراَّمَِك َفْوُقِفْنُػي ْمُه  
“Orang-orang yang mematuhi seruan Tuhan mereka, melaksanakan 
shalat (dengan sempurna), serta urusan mereka diputuskan dengan 
musyawarah antar mereka, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki 
yang Kami anugerahkan kepada mereka.” (Q.S  Asy-Syu>ra> : 38).9 
 
Menurut M. Quraish Shihab ayat ini turun sebagai pujian terhadap 
kelompok Muslim Madinah (Ansar) yang bersedia membela Nabi saw, dan 
menyepakati hal tersebut melalui musyawarah yang mereka laksanakan di 
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 Muhammad  Ali,  Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif 
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42:38, hlm. 487 
 4 
 
rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Namun demikian ayat ini juga berlaku universal, 
mencakup setiap kelompok yang melakukan musyawarah.10 
Adapun Ibnu Kasir menyatakan bahwa maksud ayat di atas yaitu, orang-
orang yang mengikuti Rasulullah, menaati perintahnya, menjauhi larangannya, 
dan mendirikan shalat karena Allah SWT, serta mereka tidak memutuskan 
suatu masalah kecuali dengan musyawarah untuk mengeluarkan pendapat.11 
QS. A>li ‘Imra >n (3) ayat 159. 
 هم ٍَةْحَْر اَمِبَف ِّظَف َتْنُْكوَلَك ُْمَله َتِْنل ِوّللا َن َظِلَغ ا اوُّضَفْػن َلا ِبْلَقْلا  ْمُهْػنَع ُفْعاَف َكِلْوَح ْنِم
 ِف ْمُىْرِكاَشَك ُْمَلهْرِفْغَػتْساَك ا ِرْمَْلا  ْلا ُّبُِيُ َوّللا َّفِا ِوّللا ىَلَع ْلََّكوَػتَػف َتْمَزَع اَذِاَف ُم هَكوَػت َْينِل 
 
“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut 
terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, 
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah 
mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan 
bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila 
engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. 
Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.” (Q.S. A>li ‘Imra>n [3]: 
159).12 
Ayat di atas mengandung beberapa penjelasan tentang sikap yang harus 
dilakukan seseorang untuk mensukseskan musyawarah. Tiga sikap itu 
disebutkan secara berurutan dalam bentuk perintah kepada Muhammad saw, 
untuk beliau lakukan sebelum datangnya perintah bermusyawarah. Petunjuk-
petunjuk tersebut secara tersurat ditemukan dalam terjemahan Tafsir al-Misba>h 
surat A>li ‘Imra>n ayat 159.13 
                                                             
10
 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur‟an: Tafsir Maudhu‟i Atas Pelbagai Persoalan 
Umat (Bandung: Mizan, 2000), hlm 471.  
11
 Mardani, Tafsir Ahkam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 356. 
12
 M. Qurasih Shihab, Tafsir Al-Misba>h: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur‟an (Jakarta: 
Lentera Hati, 2002), II: 241. 
13
 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur‟an., hlm. 473. 
 5 
 
Menanggapi kedua ayat tersebut, M. Quraish Shihab berpendapat 
musyawarah merupakan petunjuk bagi setiap Muslim, petunjuk al-Qur‟an 
menyangkut syu>ra> dijelaskan dalam bentuk global (prinsip-prinsip umum), 
tujuannya agar petunjuk itu dapat menampung segala perubahan dan 
perkembangan sosial budaya masyarakat. Jika dalam surat Asy-Syu>ra> ayat 38 
dijelaskan terkait keharusan menyelesaikan suatu permasalahan dengan jalan 
musyawarah, maka dalam surat lain yaitu A>li ‘Imra>n ayat 159 dijelaskan 
tentang sikap yang harus dilakukan agar nantinya musyawarah dapat berjalan 
dengan baik dan berakhir dengan kata mufakat. Sikap-sikap tersebut ialah tidak 
diperbolehkannya keras hati, memberi maaf dan membuka lembaran baru, serta 
bersikap tawakal bila pendapat kita tidak diterima.14  
Dalam sistem demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat dan atas dasar 
itu rakyat dapat memilih seorang pemimpin untuk mengatur urusan dan 
kehendak rakyat. Dalam hal pemilihan pemimpin menurut konsep musyawarah 
haruslah berdasarkan kata mufakat walaupun berkali-kali diadakan, hingga ada 
kesepakatan. Konsep musyawarah memungkinkan pemilih memilih 
pemimpinnya melalui Ahlu al-H}alli wa al-‘Aqdi. Ahlu al-H{alli wa al-‘Aqdi 
dianggap sebagai lembaga representatif yang mewakili suara rakyat. Ada yang 
berpendapat bahwa anggotanya haruslah dari kalangan cendekiawan 
independen, tidak terikat dengan praktik politik praktis, cerdas pikiran serta 
kuat agamanya. 
                                                             
14 Ibid., hlm. 473. 
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Pada umumnya pengertian demokrasi itu dapat dikatakan tidak 
mengandung kontradiksi karena di dalamnya meletakkan posisi rakyat dalam 
posisi yang amat penting, namun pelaksanaannya atau perwujudannya dalam 
lembaga kenegaraan ternyata prinsip ini telah menempuh berbagai rute yang 
tidak selalu sama. Adanya berbagai rute tentang demokrasi itu menunjukkan 
pula beragamnya kapasitas peranan negara atau peranan rakyat. Indonesia 
sebagai negara yang lahir dari pengalaman kolonialisme telah menjadikan 
demokrasi sebagai salah satu prinsip ketatanegaraannya. Terjadinya beberapa 
kali perubahan terhadap konstitusi atau pertukaran rezim dan pemimpin 
nasional tidak pernah menggeser prinsip demokrasi ini. Bahkan tema penting 
yang selalu dikampanyekan adalah “menegakkan kehidupan demokrasi” yang 
diyakini sebagai hak politik yang amat penting bagi rakyat.  
Pada kenyataannya, perjalanan demokrasi di Indonesia belum 
menemukan rute yang pasti, artinya peran demokrasi masih berlangsung tarik-
menarik yang tidak seimbang antara “negara” dan “masyarakat”. Misalnya 
dalam pelaksanaan pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu 
merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai wujud 
keikutsertaan seluruh rakyat Indonesia dari awal Indonesia merdeka sampai 
dengan sekarang ini masih belum bisa nemukan sistem yang pasti. Dari awal 
diadakannya pemilu yaitu tahun 1955 sampai tahun 2019 masih saja terjadi 
perubahan-perubahan sistem yang mereka gunakan dalam pemilu tersebut. 
Pasal 22E ayat 2 Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 yang selanjutnya 
disebut dengan UUD 1945 menyebutkan bahwa pemilihan umum 
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diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah adalah Partai Politik.15 
Secara materiil, Mahkamah Konstitusi menilai UUD 1945 tidak 
menentukan bagaimana susunan organisasi lembaga DPR termasuk cara dan 
mekanisme pemilihan pimpinannya. Wajar timbul beragam cara pemilihan 
pimpinan DPR baik sebelum atau sesudah perubahan UUD 1945 yaitu, antara 
lain ditentukan oleh dan dari anggota DPR sendiri dengan mekanisme paket 
atau pencalonan oleh fraksi yang memiliki jumlah anggota tertentu atau 
ditentukan berdasarkan komposisi jumlah anggota fraksi di DPR yang dalam 
pemilihannya dipilih melalui musyawarah mufakat, bilamana tidak tercapai 
maka dipilih melalui sistem pemungutan suara atau voting.  
Kontroversi mekanisme pemilihan pimpinan lembaga perwakilan rakyat 
atau yang disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat berujung pada uji materi 
di Mahkamah Konstitusi. Uji materi ini diajukan oleh Fraksi PDI-P, khususnya 
ditujukan pada pembahasan yang tertera pada Pasal 84 Undang Nomor 17 
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
yang untuk selanjutnya disebut dengan MD3 yang di dalamnya mengatur 
perihal mekanisme pemilihan pimpinan DPR. Fraksi PDI-P merasa bahwa hak 
konstitusional mereka dilanggar sebagai akibat dipaksakannya pengesahan UU 
MD3 tersebut. Wakil Sekjen PDI-P Ahmad Basarah mengatakan, mulanya 
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pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diberikan secara 
proporsional kepada partai pemenang pemilu legislatif. Namun dalam 
perubahannya, pimpinan akan dipilih secara liberal yaitu melalui voting 
anggota.16 
Senada dengan apa yang dikatakan oleh Ahmad Basarah, penulis juga 
berpendapat bahwa mekanisme pemilihan pemimpin DPR dalam Pasal 84 ayat 
6 UU MD3 yaitu melalui sistem pemungutan suara nampaknya menjadi suatu 
polemik tersendiri, akibat dari peraturan ini yaitu adanya kecenderungan 
kemenangan akan diraih oleh partai koalisi yang “gemuk” dan pastinya juga 
mampu mendulang suara terbanyak dan mendapatkan kemenangan. Implikasi 
tersebut melahirkan konflik di internal badan legislatif itu sendiri.  
Apa yang telah diuraikan di atas, hal itulah yang menjadi landasan 
penulis untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam mengenai relevansi 
konsep syu>ra>  menurut M. Quraish Shihab dengan sistem demokrasi di 
Indonesia  (studi atas mekanisme voting pemilihan pimpinan DPR RI 
perspektif syu>ra>). Pada dasarnya contoh dari pelaksanaan demokrasi di 
Indonesia cukup banyak,  yang diantaraya ialah Pemilihan Umum, Pemilihan 
Umum Kepala Daerah, Musyawarah, Voting atau disebut juga Pemungutan 
Suara. Namun konsentrasi penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu 
mengenai pelaksanaan mekanisme voting pemilihan Pimpinan DPR RI sebagai 
salah satu contoh wujud nyata pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam 
perspektif syu>ra> menurut pandangan M. Quraish Shihab.  
                                                             
16
 Meidella Syahni, “Pemilihan Ketua DPR Lewat Voting PDI-P Akan Gugat UU MD3 ke 
MK”https://nasional.kompas.com/read/2014/07/10/11541571/Pemilihan.Ketua.DPR.lewat.Voting. 
PDI-P.Akan.Gugat.UU.MD3.ke.MK diakses pada 03 Oktober 2018. 
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Adapun alasan utama yang menjadi landasan bagi penulis untuk meneliti 
mekanisme pemilihan pimpinan yang terdapat di DPR disebabkan karena dari 
segi filosofi DPR sendiri adalah sebagai legislator, ia merupakan perwakilan 
atas kepentingan rakyat umum dalam dinamika pemerintahan, sedangkan DPD 
hanya merupakan senator yang sebatas pada perwakilan atas kepentingan 
daerah dalam pemerintahan. Sementara MPR sebenarnya bahwa anggota-
anggonya terdiri dari gabungan semua anggota DPR dan DPD. Singkatnya 
MPR ini tidak punya banyak kegiatan karena tentu tiap anggotanya juga sibuk 
di DPR dan DPD. Bahkan percaya atau tidak tak sedikit pula yang 
menyarankan agar MPR dibubarkan saja. Lanjut ke DPRD, sekilas lembaga ini 
seperti DPR, tapi tingkatnya di daerah. Jika DPR RI pusat bekerjasama dengan 
Presiden maka DPRD Provinsi bekerjasama dengan Gubernur, dan DPRD 
Kota/Kabupaten bekerjasama dengan wali Kota/Bupati daerah yang 
bersangkutan. Dan pada intinya DPR RI ini merupakan lembaga legislatif yang 
berfungsi sebagai legislator dengan jangkauan kewenangan terluas di level 
pemerintahan pusat negara Indonesia dibandingkan dengan lembaga legislatif 
lainnya seperti MPR, DPD, dan DPRD.17 Oleh karenanya kemudian penulis 







                                                             
17 Hamzah Zhafiri, “Mengenal Lembaga Legislatif: Apa Bedanya DPR, MPR, DPRD dan 
DPD?” https://www.kompasiana.com/mengenal-lembaga-legislatif-apa-bedanya-dpr-mpr-dprd-
dan-dpd? diakses pada tanggal 17 Agustus 2019, pukul 10:25 WIB.   
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana konsep syu>ra> dalam Islam serta apa relevansinya dengan 
sistem demokrasi di Indonesia? 
2. Bagaimana konsep syu>ra> menurut pemikiran M. Quraish Shihab atas 
pelaksanaan mekanisme voting pemilihan pimpinan DPR RI? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Dalam setiap penulisan karya ilmiah mempunyai tujuan dan maksud 
tertentu, adapun tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk menjelaskan konsep syu>ra> dalam Islam serta mengetahui ada 
tidaknya  relevansi antara konsep syu>ra> dengan sistem demokrasi di 
Indonesia. 
2. Untuk mengetahui konsep syu>ra> menurut pandangan M. Quraish Shihab 
tentang mekanisme voting pemilihan pimpinan DPR RI sebagai salah satu 
contoh wujud nyata pelaksanaan demokrasi di Indonesia. 
 
D. Manfaat penelitian 
Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara 
teoritis maupun praktis: 
1. Secara Teoritis 
Penelitian ini secara teoritis dapat memberi manfaat bagi beberapa 
pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu; 
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a. Dapat menjelaskan konsep syu>ra> serta mengetahui ada tidaknya  
relevansi antara konsep syu>ra> dengan sistem demokrasi di Indonesia. 
b. Dapat menjelaskan konsep syu>ra> menurut pandangan M. Quraish 
Shihab tentang mekanisme voting pemilihan pimpinan DPR RI sebagai 
salah satu contoh wujud pelaksanaan demokrasi di Indonesia. 
2. Secara Praktis 
Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
kontribusi dalam khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam ranah 
konsentrasi ilmu tentang syu>ra> dan demokrasi. Diharapkan juga agar 
nantinya bisa diaplikaskan sebagai sumber acuan dalam dimensi 
kehidupan bernegara, khususnya dalam konteks Indonesia yang mayoritas 
penduduknya beragama Islam.  
 
E. Telaah Pustaka 
Sepanjang pengetahui penelitian, ditemukan adanya beberapa hasil 
penelitian  yang mencoba mengungkapkan permasalahan di atas antara lain: 
1. Skripsi saudara Ahmad Safrudin, mahasisiwa UIN Sunan Kalijaga tahun 
2008, dengan judul “Demokrasi dalam Islam (Studi atas Pemikiran Khaled 
Abou El-Fadl)”. Penelitian model kepustakaan (library research) ini 
mengkaji wawasan tentang demokrasi dalam Islam, dan juga analisis 
pemikiran Abou El-Fadl tentang demokrasi, keadilan, musyawarah (syu>ra>), 
dan keberagaman (toleransi). Dalam skripsi ini Abou El-Fadl menyatakan 
bahwa nilai-nilai demokrasi sesuai dengan ajaran Islam. Apabila teks al-
Qur‟an dipahami secara kontekstual maka akan ditemukan perlawanan 
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Islam terhadap ketidakadilan, otoritaranisme dan penindasan. Selain 
masalah keadilan, keterkaitan antara sistem demokrasi dengan nilai-nilai 
ajaran Islam terdapat dalam konsep musyawarah (syu>ra>). Menurutnya, syu>ra> 
sangat sesuai dengan ajaran Islam, karena hal tersebut sering dicontohkan 
oleh Nabi Muhammad saw dalam memutuskan peroalan-persolan publik. 
Dalam memahami konsep syu>ra>, Abou El-Fadl memaknai lebih mendalam 
dengan mengatakan bahwa syu>ra> tidak hanya pada penguasa yang meminta 
pendapat dari para tokoh masyarakat, juga bermakna pentingnya perlawanan 
terhadap bentuk kezaliman, penguasa yang otoriter atau penindasan. 
2. Skripsi Ibnu Murtadho, dengan judul “Mekanisme Pemilihan Pemimpin 
DPR melalui Sistem Paket (Pasal 84 UU MD3 No 17 Tahun 2014) 
Perspektif Konsep Musyawarah”. Skripsi Fakultas Syari‟ah dan Hukum 
tahun 2015, UIN Walisongo Semarang. Konteks pembahasan lebih banyak 
membedah terhadap mekanisme pemilihan pimpinan DPR melalui sistem 
paket yang juga di relevansikan dengan konsep musyawarah untuk mufakat, 
sehingga proses pemilihan dengan sistem pemungutan suara sebagai tindak 
lanjut atas tidak tercapainya kata mufakat tidak dibahas dalam skripsi ini. 
3. Buku Sahiron Syamsuddin, dengan judul “Al-Qur‟an dan Isu-isu 
Kontemporer”, penerbit eLSAQ Press. Buku ini mencoba memberikan 
respon terhadap isu-isu keagamaan, dan kemasyarakatan dengan 
menggunakan perspektif yang beragam. Bahasan mereka mencakup 
pluralisme agama, radikalisme agama, syu>ra>, demokrasi versus khilafah 
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Islamiyah. Buku ini disusun dari kumpulan artikel tentang Al-Qur‟an, yang 
telah dipresentasikan di program S2, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.  
4. Buku M. Quraish Shihab dengan judul “Wawasan Al-Qur‟an: Tafsir 
Maudhu‟i atas Pelbagai Persoalan Umat”, penerbit Mizan. Buku ini 
merupakan kumpulan makalah yang beliau sajikan dalam apa yang dinamai 
“Pengajian Istiqlal Untuk Para Eksekutif”. Pengajian yang dilaksanakan 
sebulan sekali  itu, dirancang untuk diikuti oleh para pejabat baik yang 
berasal dari kalangan pemerintah maupun swasta. Dalam buku ini dijelaskan 
wawasan al-Qur‟an dengan tema-tema yang berbeda yaitu; tentang pokok-
pokok keimanan, kebutuhan manusia dan soal-soal muamalah, manusia dan 
masyarakat, aspek-aspek kegiatan manusia, dan terakhir soal-soal penting 
umat yang di dalamnya menjelaskan konsep musyawarah (syu>ra>) dalam al-
Qur‟an.  
5. Aat Hidayat, dengan judul “Syu>ra> dan Demokrasi dalam Perspektif Al-
Qur‟an” pada jurnal Addin, (2015). Dalam tulisannya Saudara Aat 
menegaskan bahwa memang demokrasi tidak pernah tersurat disebutkan 
dalam Al-Qur‟an. Al-Qur‟an hanya menyebutkan perintah untuk 
bermusyawarah (syu>ra>). Keselaraan syu>ra> dan demokrasi terletak pada 
prinsip demokrasi, yakni keadilan (al-‘ada>lah), persamaan (al-musa>wah), 
kemerdekaan (al-h}urriyah), musyawarah (asy- syu>ra>), dan pertanggung-
jawaban (al-mas’u>liyah). Namun demikian, demokrasi sama sekali tidak 
bertentangan dengan Al-Qur‟an. Justru Al-Qur‟an memberikan landasan 
moral dalam membangun sistem demokrasi. 
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6. Muhammad Imran, Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan dengan judul 
“Sistem Syu>ra> dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Islam”, (2015). 
Dalam pemerintahan Islam (Khalifah), syu>ra> menjadi landasan dasar dalam 
menjalankan roda pemerintahan. Dalam syu>ra>, untuk memperoleh 
pemimpin atau anggota parlemen, dilakukan pemilihan bukan penunjukan. 
Orang yang terpilih untuk menjadi pemimpin memiliki tugas yaitu 
melaksanakan dan menjaga syariat Islam sebagaimana terdapat dalam 
prinsip utama konsep syu>ra> yaitu kebenaran yang berdasarkan al-Qur‟an dan 
Hadis, hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan keamanan 
kepada setiap manusia sehingga masyarakat diwajibkan menjalankan ajaran 
al-Qur‟an dan Hadis demi menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan di 
dalam kehidupan dunia dan akhirat. 
Berdasarkan telaah pustaka yang telah penulis lakukan belum ditemukan 
penelitian yang mengkaji tentang mekanisme pemilihan pimpinan DPR RI 
perspektif syu>ra>. Oleh karena itu penulis memilih Q.S Asy-Syu>ra>  ayat 38 dan 
A>li-‘Imra >n ayat 159 sebagai obyek kajian dalam penelitian ini. 
 
F. Metode Penelitian 
Metode (Yunani=Methodos) artinya cara atau jalan. Metode merupakan 
cara bagaimana kita akan melakukan penelitian atau cara kerja untuk 
memahami obyek yang akan menjadi sasaran penelitian. Metode penelitian 
ialah cara kerja meneliti, mengkaji dan menganalisis obyek sasaran penelitian 
untuk mencari hasil atau kesimpulan tertentu.  
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Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa komponen 
metodologi yang terdiri dari: 
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), 
yaitu penelitian yang data-datanya diperoleh dengan cara menelaah buku-
buku atau referensi dari perpustakaan. Sedangkan pendekatan yang 
digunakan adalah pendekatan kualitatif, artinya penelitian yang dalam 
teknik analisisnya tidak menggunakan teknik perhitungan atau statistik, 
akan tetapi menggunakan logika ilmiah. Dalam skripsi ini peneliti berupaya 
menganalisis konsep syu>ra> menurut pemikiran M. Quraish Shihab atas 
pelaksanaan mekanisme voting pemilihan pimpinan DPR RI sebagai salah 
satu contoh wujud nyata pelaksanaan demokrasi di Indonesia. 
2. Teknik Pengumpulan Data 
Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu teknik 
pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berbentuk arsip dan 
termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, konsep, atau hukum-
hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian, yaitu mengenai 
konsep syu>ra> serta mekanisme voting dalam sistem demokrasi di Indonesia. 
3. Sumber Data 
Dalam pengumpulan data sebagai bahan pokok pembahasan diperoleh 





a. Data Primer 
Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-
sumber primer, yaitu sumber asli yang menurut informasi atau data 
tersebut. 
Data primer diambil dari Tafsir Al-Misba>h karya M. Quraish 
Shihab terbitan Lentera Hati cetakan ke IV tahun 2011, Buku 
Membumikan Al-Qur‟an karya M. Quraish Shihab terbitan Lentera Hati 
tahun 2006, dan Buku Wawasan AL-Qur‟an karya M. Quraish Shihab, 
terbitan Penerbit Mizan tahun 1998. Serta Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah 
b. Data Sekunder 
 Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari 
sumber yang bukan asli memuat informasi atau data tersebut. Data 
sekunder dalam penelitian ini adalah karya-karya penulis lain yang 
membahas tentang syu>ra>, baik dalam bentuk buku, jurnal, artikel, 
maupun karya ilmiah lainnya. Beberapa sumber yang penulis gunakan 
sebagai data sekunder antara lain: buku, jurnal, artikel dan sumber lain 
yang relevan dengan penelitian. 
c. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik analisis deskriptif, yaitu suatu teknik analisis yang dilakukan 
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dengan cara memilih data yang penting, baru, unik dan terkait dengan 
pertanyaan penelitian.18 Agar nantinya peneliti mampu untuk 
memaparkan pemikiran M. Quraish Shihab tentang konsep syu>ra> yang 
terkandung dalam karya-karya ilmiah baik dalam bentuk kitab tafsir, 
buku, jurnal ataupun artikel untuk kemudian dianalisis dengan 
pelaksaanan mekanisme voting pemilihan pimpinan DPR RI sebagai 
salah satu contoh wujud nyata pelaksanaan demokrasi di Indonesia, 
sehingga menemukan tujuan yang ingin dicapai dan dapat ditarik 
kesimpulan. Untuk mendapatkan kesimpulan penulis menggunakan pola 
penalaran induktif, yaitu pola pemikiran berangkat dari suatu pemikiran 
khusus kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.19 
 
G. Sistematika Penulisan 
Dalam penelitian ini, penulis membagi ke dalam lima bab. Pada tiap-tiap 
bab terdapat sub-bab yang menerangkan pokok bahasan dari bab yang 
bersangkutan. Adapun kerangka penulisannya tersistematika sebagai berikut: 
Bab pertama, berisi tentang pendahuluan meliputi latar belakang masalah 
yang merupakan deskripsi singkat dari kegelisahan akademik, rumusan 
masalah adalah pertanyaan singkat dari kegelisahan akademik, tujuan dan 
kegunaan penelitian adalah apa yang disumbangkan dalam penelitian ini, 
tinjauan pustaka atau biasa disebut telaah pustaka ini digunakan untuk melihat 
penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya untuk menentukan relevan atau 
                                                             
18
 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif  Untuk Penelitian yang Bersifat: Enterpretif, 
Interaktif, dan Konstruktif  (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 175. 
19
 Sugiyono, Metode Penelitian.,  hlm. 53. 
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tidaknya sebuah penelitian, metode penelitian merupakan cara bagaimana 
penelitian ini akan dilaksanakan, sistematika diposisikan sebagai rancangan isi 
dalam penelitian. 
Bab kedua, berisi wawasan tentang konsep syu>ra> dan sistem demokrasi 
di Indonesia meliputi defenisi syu>ra>, definisi demokrasi serta persamaan dan 
perbedaan di antara keduanya. 
Bab ketiga, berisi tentang biografi M. Quraish Shihab meliputi sejarah 
pendidikan dan karir Quraish Shihab, latar belakang sosial keagamaan Quraish 
Shihab, dan karya-karya Quraish Shihab. 
Bab ke empat, berisi tentang hasil analisis penelitian yang berkaitan 
dengan konsep syu>ra> menurut pemikiran M. Quraish Shihab atas pelaksanaan 
mekanisme voting pemilihan pimpinan DPR RI sebagai salah satu contoh 
wujud nyata pelaksanaan demokrasi di Indonesia. 
Selanjutnya penelitian ini akan diakhiri dengan bab ke lima. Dalam bab 
ini akan disimpulkan semua hasil analisis yang telah dilakukan pada bagian-
bagian sebelumnya. Kemudian akan disampaikan saran-saran yang mungkin 













1. Dalam Islam syu>ra> merupakan cara bermusyarah yang mulia dan penting 
sehingga peserta musyawarah senantiasa memperhatikan etika sembari 
bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. 
Titik temu antara syu>ra> dan demokrasi Indonesia di antaranya ialah satu sisi 
syu>ra> merupakan bagian dari proses berdemokrasi, yaitu bermusyawarah 
untuk mencapai kesepakatan, sementara pada sisi lain, nilai-nilai yang 
diusung oleh konsep demokrasi Indonesia adalah nilai-nilai yang sejalan 
dengan visi Islam itu sendiri yaitu bermusyawarah dalam segala urusan 
(wasya>wirhum fi al-amr). Kemiripan lainnya antara syu>ra> dan demokrasi 
Indonesia yaitu dalam syu>ra> terdapat proses pengambilan pendapat 
berdasarkan suara mayoritas seperti terjadi dalam Perang Uhud, hal tersebut 
merupakan salah satu model pengambilan keputusan yang identik dengan 
apa yang ada dalam demokrasi Indonesia.  
2. Selaras dengan apa yang dinyatakan oleh Quraish Shihab, bahwa syu>ra> 
sendiri merupakan salah satu dari beberapa prinsip pokok al-Qur‟an dan 
Sunnah yang berkaitan dengan kehidupan politik. Keselarasan antara syu>ra> 
dan sistem demokrasi Indonesia di antaranya terletak pada mekanisme 
penetapan keputusan, salah satunya melalui pandangan mayoritas yang 
menjadi ciri umum demokrasi Indonesia. Oleh karenanya dalam hal 
pemilihan pimpinan DPR RI yang diputuskan melalui voting adalah suatu 
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keputusan yang baik dan sesuai dengan konsep syu>ra> serta tidak menyalahi 
aturan perundang-undangan yang berlaku, karena dengan disahkannya suatu 
aturan artinya bahwa aturan tersebut telah sedemikian rupa diterapkan 
berdasarkan musyawarah para anggota pembuat undang-undang, dan cara 
yang mereka lalukan itu adalah musyawarah, lalu hasil mufakatnya adalah 
voting. Dengan demikian, voting merupakan bagian dari musyawarah 
(syu>ra>) untuk mencapai kesepakatan.  
B. Saran 
1. Tanpa disadari bahwa Pimpinan DPR RI dari periode tahun 1999 M sampai 
periode tahun 2018 M merupakan pimpinan yang terpilih melalui proses 
pemungutan suara (voting), namun bukan berarti voting yang dilaksanakan 
tanpa menggunakan musyawarah terlebih dahulu. Sejalan dengan hal 
tersebut voting bukan pula berarti mengandung sistem demokrasi Barat 
semata namun memang sudah sewajarnya diterapkan di Indonesia karena 
voting juga bagian dari cara berdemokrasi. Bahkan di dalam sebuah 
organisasi voting adalah cara lumrah untuk menentukan pemimpin 
organisasi tersebut. Oleh sebab itu, jadilah kita rakyat yang cerdas, pembaca 
yang budiman dengan tidak fanatik terhadap satu pemikiran yang 
mengatakan bahwa voting merupakan demokrasi kebarat-baratan yang tidak 
ada keterkaitan sedikitpun dengan Islam. Karena pada dasarnya 




2. Syu>ra>  bukan hanya kata tanpa makna, melainkan sebuah kata yang sarat 
akan makna yang berartikan suatu cara dalam mengambil keputusan. Oleh 
sebab itu jangan hanya memaknai kata syu>ra> pada tatanan kehidupan 
bernegara dan kehidupan berpolitik saja, walaupun kita memang tidak dapat 
terlepas dari seputar permasalahan tersebut, namun juga harus difahami 
bahwa syu>ra> merupakan salah satu perintah yang ada di dalam al-Qur‟an, 
karena al-Qur‟an bersifat global maka suatu keharusan untuk setiap Muslim 
melaksanakan perintah tersebut dalam menghadapi berbagai permasalahan.  
3. Berbicara mengenai syu>ra>  dan demokrasi Indonesia merupakan suatu 
permasalahan yang selalu kotemporer, yang selalu aktual untuk 
diperbincangkan meskipun telah dibahas berkali-kali. Hingga sekarang 
belum ada kata sepakat mengenai syu>ra> dan demokrasi Indonesia di 
kalangan umat muslim. Masing-masing memberikan argumentasi dengan 
dalil-dalil yang dianggap valid dan rasional. Oleh karena itu, hasil penelitian 
ini diharapkan mendapat perhatian dan koreksi dari yang lebih kompeten 
dalam bidangnya, agar nantinya bisa lebih diterima dan bermanfaat untuk 
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